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ABSTRAK 

Notaris merupakan pejabat umum. Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah 

Openbare Amtbtenaren yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris dan 

Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW). Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa 

notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik 

mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapanyang diharuskan oleh suatu peraturan 

umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. 

Dalam menjalankan jabatannya Notaris memiliki beberapa larangan salah satunya terdapat 

dalam pasal 17 huruf d. UUJN Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara. 

Namun pada kenyataannya dalam praktik, masih dapat ditrmukan oknum notaris yang 

membuat akta otentik pada saat menjabat sebagai pejabat negara yang membuat keabsahan 

dan akibat hukum dari akta notaris tersebut menjadi dipertanyakan. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dimana penelitian lebih 

difokuskan mengenai pemberlakuan peraturan hukum secara normatif. Dengan demikian 

untuk memenuhi syarat otentiknya suatu akta, maka Notaris harus membuat akta yang sesuai 

dengan yang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undan. Apabila terdapat 

pelanggaran oleh Notaris dalam membuat akta, maka akta tersebut tidak lagi memiliki 

kekuatan pembuktian sebagaimana akta otentik, namun hanya memiliki kekuatan pembuktian 

akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. 

Kata Kunci : Rangkap Jabatan, Notaris. 

 

PENDAHULUAN 

Keberadaan jabatan sebagai notaris 

sangat penting dan dibutuhkan masyarakat 

luas, mengingat fungsi notaris adalah 

sebagai Pejabat Umum yang membuat alat 

bukti tertulis berupa akta otentik.
1
 Akta 

otentik sebagai alat bukti terkuat dan 

terpenuh mempunyai peranan penting 

dalam setiap hubungan hukum dalam  

                                                           
1
 Baharudin, Kewenangan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Tanah, 

Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung, 

Tahun 2014, hlm. 2. 

kehidupan masyarakat. Melalui akta 

otentik yang menentukan secara jelas hak 

dan kewajiban, menjamin kepastian 

hukum, dan sekaligus  diharapkan pula 

dapat dihindari terjadinya sengketa. 

Walaupun sengketa tersebut tidak dapat  

dihindari,  dalam  proses  penyelesaian  

sengketa  tersebut,  akta  otentik  yang 

merupakan  alat  bukti  tertulis  terkuat dan 

terpenuh memberi sumbangan nyata   bagi 

penyelesaian perkara secara murah dan 

cepat. 

Notaris merupakan suatu profesi mulia 

(officium nobile), karena sangat erat 
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hubungannya dengan kemanusiaan. Akta 

yang dibuat oleh notaris dapat menjadi 

alas hukum atas status harta benda, hak, 

dan kewajiban baik seseorang maupun 

badan hukum. Pembuatan akta oleh notaris 

akta sebagai bentuk pelaksanaan 

kewenangan utama notaris disamping 

kewenangan-kewenangan lain 

sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 

(1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris (selanjutnya 

disebut Undang Undang Jabatan Notaris) 

yang menyatakan bahwa : 

1) Notaris berwenang membuat akta 

otentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan penetapan yang 

diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki 

oleh yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam akta OTENTIK, 

menjamin kepastian tanggal 

pembuatan akta, menyimpan akta, 

memberikan grosse, salinan dan 

kutipan akta, semuanya itu sepanjang 

pembuatan akta itu tidak juga 

ditugaskan atau dikecualikan kepada 

pejabat lain atau orang lain yang 

ditetapkan oleh undang-undang. 

2) Selain kewenangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), notaris 

berwenang pula : 

a) Mengesahkan tanda tangan dan 

menetapkan kepastian tanggal 

surat di bawah tangan dengan 

mendaftar dalam buku khusus; 

b) Membukukan surat dibawah 

tangan dengan mendaftar dalam 

buku khusus; 

c) Membuat kopi dari asli surat 

dibawah tangan berupa salinan 

yang memuat uraian sebagaimana 

ditulis dan digambarkan dalam 

surat yang bersangkutan; 

d) Melakukan pengesahan 

kecocokan fotokopi dengan surat 

aslinya; 

e) Memberikan penyuluhan hukum 

sehubungan dengan pembuatan 

akta; 

f) Membuat akta yang berkaitan 

dengan pertanahan; atau 

g) Membuat akta risalah lelang. 

Kewenangan menjalankan profesi 

jabatan sebagai notaris pada dasarnya 

merupakan suatu jenis pekerjaan yang 

sifatnya menuntut pengetahuan yang 

tinggi, khusus dan latihan yang istimewa 

dengan pemagangan dan dapat berfungsi 

di dalam masyarakat dengan lebih baik. 

Notaris dituntut untuk bekerja secara 

secara profesional dan mengedepankan 

kecermatan, kehati-hatian dalam bekerja 

agar produk yang dihasilkan benar-benar 

sempurna sehingga mempunyai kepastian 

hukum serta keadilan hukum dapat 

terwujud. Kewenangan pokok notaris 

adalah membuat akta otentik yang 

berkaitan erat dengan para pihaknya. 

Permintaan pembuatan akta otentik kepada 

notaris semakin hari semakin berkembang 

dengan meningkatnya kebutuhan 

masyarakat akan perlindungan dan 

kepastian hukum pada suatu perjanjian 

yang akan dibuatnya.
2
 

Berdasarkan dalam ketentuan Pasal 17 

(1) Undang-Undang Jabatan Notaris, 

disebutkan bahwasanya notaris dilarang:  

a) Menjalankan jabatan di luar wilayah 

jabatannya;  

b) Meninggalkan wilayah jabatannya 

lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-

turut tanpa alasan yang sah;  

c) Merangkap sebagai pegawai negeri;  

d) Merangkap jabatan sebagai pejabat 

negara;  

e) Merangkap jabatan sebagai advokat;  

                                                           
2
 E. Sumaryono, 2003, Etika Profesi Hukum, 

Kanisius, Yogyakarta, hlm. 23. 



 

 

 

3 
 
 

 

f) Merangkap jabatan sebagai pemimpin 

atau pegawai badan usaha milik 

negara, badan usaha milik daerah atau 

badan usaha swasta. 

Berdasarkan ketentuan tersebut di 

atas, jelas bahwasanya notaris dilarang 

untuk rangkap jabatan. Ketentuan ini 

walaupun terdapat dalam undang-undang 

namun pada prakteknya masih ada ditemui 

Notaris yang merangkap jabatan atau ada 

pekerjaan lain.  Seorang notaris dalam 

menjalankan jabatannya dituntut untuk 

selalu berpijak pada hukum dan regulasi 

yang berlaku di Indonesia. Menurut 

Yasmin Mersi, 
3
 bahwa  seorang notaris 

berkewajiban untuk menjalankan tugas 

sesuai dengan etika yang sudah disepakati 

bersama dalam bentuk kode etik. Kode 

etik membatasi tindak tanduk para notaris 

agar dalam menjalankan praktiknya dapat 

profesional dan beretika, tidak berpihak 

serta tidak bertindak sewenang-wenang 

dalam menjalankan jabatannya.
 
 

Profesi Notaris merupakan profesi 

yang terhormat karena tugas dari 

jabatannya adalah untuk melayani 

kepentingan masyarakat khususnya dalam 

bidang hukum perdata. Namun pada 

kenyataannya dalam praktik, masih dapat 

ditrmukan oknum notaris yang membuat 

akta otentik pada saat menjabat sebagai 

pejabat negara, yang mana ini menjadi 

salah satu faktor yang melatarbelakangi 

penulis untuk mengangkat penelitian ini. 

Yang mana dalam Pasal 1 angka 4 

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 

tentang Pokok Pokok  Kepegawaian, 

menyebutkan Pejabat Negara adalah 

pimpinan dan anggota lembaga tertinggi 

dan tinggi negara sebagaimana dimaksud 

                                                           
3
  Yasmin Mersi, Kemandirian Notaris Dalam 

Perserikatan Perdata Menurut Pasal 20 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris”. http://mersiyasmin.co.id/ 

2012/01/kemandirian- notaris-, diakses 16 

Desember 2022 

dalam Undang-undang Dasar 1945 dan 

Pejabat negara lainnya yang ditentukan 

oleh Undang-undang. Pejabat Negara 

sebagaimana ditentukan dalam pasal Pasal 

122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

Tentang Aparatur Sipil Negara terdiri atas 

:  

a) Presiden dan Wakil Presiden.  

b) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota 

Majelis Permusyawaratan Rakyat.  

c) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat.  

d) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan 

Hakim Agung pada Mahkamah 

Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan 

Hakim pada semua Badan Peradilan.  

e) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota 

Dewan Pertimbangan Agung.  

f) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota 

Badan Pemeriksa Keuangan.  

g) Menteri, dan jabatan yang setingkat 

Menteri.  

h) Kepala Perwakilan Republik 

Indonesia di luar negeri yang 

berkedudukan sebagai Duta Besar 

Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.  

i) Gubernur dan Wakil Gubernur.  

j) Bupati/Walikota, dan Wakil 

Bupati/Wakil Walikota; dan  

k) Pejabat Negara lainnya yang 

ditentukan oleh Undang-undang 

Berdasarkan latar belakang 

permasalahan yang telah dijabarkan di 

atas, maka rumusan masalah yang di 

dapatkan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Apakah akta otentik dalam bentuk 

perjanjian yang dibuat oleh notaris 

rangkap jabatan sebagai pejabat 

negara memiliki kekuatan hukum 

yang sah ? 

2. Apa akibat hukum akta otentik dalam 

bentuk perjanjian yang dibuat oleh 

notaris yang melanggar larangan 

rangkap jabatan seagai pejabat negara 

? 

METODE PENELITIAN 
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Penelitian mengenai “Prinsip 

Kepastian Hukum Terhadap Akta Yang 

Dibuat Oleh Notaris Rangkap Jabatan 

Sebagai Pejabat Negara”, merupakan 

penelitian yang menggunakan pendekatan 

normatif, dimana penelitian lebih 

difokuskan mengenai pemberlakuan 

peraturan hukum secara normatif pada 

setiap peristiwa hukum tertentu yang 

terjadi di dalam masyarakat.
4
 Adapun sifat 

penelitian merupakan penelitian kualitatif, 

dimana metode penelitian berusaha 

menggambarkan objek atau subjek yang 

diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan 

tujuan menggambarkan secara sisimatis, 

fakta dan karakteristik objek yang diteliti 

secara tepat.
5
 

A. Metode Pendekatan 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penulisan penelitian 

ini adalah pendekatan undang-undang, 

pendekatan konseptual : 

1. Pendekatan perundang-undangan 

(Statute Approach) Pendekatan 

ini Pendekatan ini dilakukan 

dengan menelaah semua 

peraturan perundang-undangan 

dan regulasi yang terkait dengan 

isu hukum yang sedang bahas 

(diteliti). 

2. Pendekatan Konseptual 

(Conseptual Approach) 

Pendekatan ini dilakukan melalui 

pendekatan dengan Pendekatan 

ini dilakukan dengan cara 

melakukan telaah terhadap kasus-

kasus yang berkaitan dengan isu 

yang dihadapi yang telah menjadi 

putusan pengadilan yang telah 

                                                           
4
 Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan 

Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

hlm. 134. 
5
 Punaji Setyosari, 2010, Metode Penelitian 

Pendidikan dan Pengembangan, Kencana, Jakarta, 

hlm. 34. 

mempunyai kekuatan hukum 

yang tetap.
6
 

B. Jenis Penelitian 

Penulisan penelitian ini merupakan 

tipe penelitian hukum (legal research) 

yang bersifat normatif. Prof. Dr. Peter 

Mahmud Marzuki dalam bukunya 

Penelitian Hukum menjelaskan bahwa 

penelitian hukum (legal research) 

adalah untuk memecahkan isu-isu 

hukum yang sedang dihadapi dengan 

mengidentifikasi, menganalisis, dan 

melakukan penalaran norma hukum, 

doktrin hukum, dan prinsip-prinsip 

hukum. 

C. Bahan Hukum Penelitian 

Bahan hukum adalah bagian yang 

terpenting di dalam penelitian hukum. 

Tanpa bahan hukum tidak akan 

mungkin dapat ditemukan jawaban 

atas isu hukum yang diketengahkan. 

Untuk memecahkan isu hukum yang 

dihadapi digunakan bahan hukum 

sebagai sumber penelitian hukum. 

Bahan hukum dapat dibedakan 

menjadi 2 (dua) yaitu bahan hukum 

primer (primary source) dan bahan 

hukum sekunder (secondary source).
7
 

Bahan hukum primer mempunyai 

sifat autoritatif, yang artinya 

mempunyai otoritas. Bahan hukum 

primer dapat dibedakan lagi menjadi 

bahan hukum primer yang bersifat 

mandatory authority (meliputi 

peraturan perundang-undangan yang 

dikeluarkan di wilayah hukum sendiri 

dan putusan hakim) dan persuasive 

authority (meliputi peraturan 

perundang-undangan di wilayah 

hukum negara lain tetapi menyangkut 

hal yang sama dan putusan hakim di 

                                                           
6
 Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, 

Mataram University Press, Mataram, hlm. 18 
7
 Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2015, 

Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, 

Jakarta, hlm.7. 
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wilayah yurisdiksi negara lain).
8
 

Bahan hukum primer dalam hal ini, 

meliputi: 

a. Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;  

b. Kitab Undang Undang Hukum 

Perdata (BW);  

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara; 

d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris; 

e. Peraturan Menteri Hukum dan 

Ham tentang Syarat dan Tata 

Cara Pengangkatan, Cuti, 

Perpindahan, Pemberhentian, dan 

Perpanjangan Masa Jabatan 

Notaris. 

Bahan-bahan sekunder meliputi 

buku-buku hukum yang ditulis oleh 

para ahli hukum, kamus hukum, 

ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal 

hukum, disertasi hukum, penelitian 

hukum, skripsi hukum, komentar 

undang-undang dan komentar 

putusan pengadilan, dan lain 

sebagainya.
9
 

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan hukum 

terhadap penelitian ini dilakukan 

dengan studi kepustakaan. Langkah-

langkah yang lalui dalam 

pengumpulan bahan hukum yang 

digunakan dalam penelitian ini 

diawali dengan pengumpulan baha-

bahan hukum. Selanjutnya 

mengklasifikasikan bahan-bahan 

hukum primer yang terkait dengan isu 

serta bahan-bahan hukum sekunder 

yang dikumpulkan sebagai penunjang 

                                                           
8
 Ibid., hlm 52. 

9
 Ibid., hlm 52. 

dari bahan hukum primer. Terakhir, 

menyusun bahan-bahan hukum yang 

telah diklasifikasi secara sistematis 

agar dapat mempermudah penulisan 

dalam menjawab isus hukum dalam 

penelitian tesis ini.
10

 

E. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Analisa bahan penelitian dalam 

penelitian ini menggunakan analisis 

normatif kualitatif, yaitu cara untuk 

memperoleh gambaran singkat suatu 

masalah yang tidak didasarkan atas 

angka-angka statistik melainkan 

didasarkan atas suatu peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

dan berkaitan dengan permasalahan 

yang dibahas. Selanjutnya ditarik 

kesimpulan dengan menggunakan 

metode deduktif yaitu menyimpulkan 

pembahasan dari hal-hal yang bersifat 

umum menuju ke hal-hal yang bersifat 

khusus.  

Hal tersebut dapat diartikan 

sebagai suatu pembahasan yang 

dimulai dari permasalahan yang 

bersifat umum menuju permasalahan 

yang bersifat khusus. Sebagai cara 

untuk menarik kesimpulan dari hasil 

penelitian yang sudah terkumpul 

dipergunakan metode analisa bahan 

hukum deduktif, yaitu suatu metode 

penelitian berdasarkan konsep atau 

teori yang bersifat umum 

diaplikasikan untuk menjelaskan 

tentang seperangkat data, atau 

menunjukkan komparasi atau 

hubungan seperangkat data dengan 

seperangkat data yang lain dengan 

sistematis berdasarkan kumpulan 

bahan hukum yang diperoleh,  

ditambahkan pendapat para sarjana 

yang mempunyai hubungan dengan 

bahan kajian sebagai bahan 

komparatif. Langkah-langkah 

                                                           
10

 Peter Mahmud Marzuki, Op,Cit, hlm. 60. 
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selanjutnya yang dipergunakan dalam 

melakukan suatu penelitian hukum, 

yaitu 
11

: 

a) Mengidentifikasi fakta hukum dan 

mengeliminir hal-hal yang tidak 

relevan untuk menetapkan isu 

hukum yang hendak dipecahkan ; 

b) Pengumpulan bahan-bahan hukum 

dan sekiranya dipandang 

mempunyai relevansi juga bahan-

bahan non-hukum ; 

c) Melakukan telaah atas isu hukum 

yang diajukan berdasarkan bahan-

bahan yang telah dikumpulkan 

d) Menarik kesimpulan dalam bentuk 

argumentasi yang menjawab isu 

hokum. 

e) Memberikan preskripsi 

berdasarkan argumentasi yang telah 

dibangun di dalam kesimpulan 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

A. Keabsahan Akta Yang Dibuat Oleh 

Notaris Yang Rangkap Jabatan 

Sebagai Pejabat Negara. 

Keberadaan profesi Notaris 

sangat penting dan sangat vital dalam 

rangka memberikan jaminan kepastian 

hukum atas transaksi bisnis yang 

dilakukan para pihak, berdasarkan 

sifat otentik atas akta yang dibuat oleh 

Notaris sebagai implementasi wujud 

kepastian hukum bagi para pihak yang 

bertransaksi. Seperti dalam Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat 

UUJN), pada Pasal 1 ayat (1) yang 

menentukan bahwa, “Notaris adalah 

pejabat umum yang berwenang untuk 

                                                           
11

 Ibid., hlm. 171. 

membuat akta autentik dan memiliki 

kewenangan lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang ini 

atau berdasarkan undang-undang 

lainnya”.  

Mengenai kewenangan Notaris 

secara umum ditentukan dalam Pasal 

15 ayat (1) UUJN yang menentukan 

bahwa : Notaris berwenang membuat 

Akta autentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan penetapan 

yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan dan/atau yang 

dikehendaki oleh yang berkepentingan 

untuk dinyatakan dalam Akta autentik, 

menjamin kepastian tanggal 

pembuatan Akta, menyimpan Akta, 

memberikan grosse, salinan dan 

kutipan Akta, semuanya itu sepanjang 

pembuatan Akta itu tidak juga 

ditugaskan atau dikecualikan kepada 

pejabat lain atau orang lain yang 

ditetapkan oleh undang-undang. 

Adapun secara khusus 

kewenangan Notaris ditentukan dalam 

Pasal 15 ayat (2) UUJN mengatur 

mengenai kewenangan Notaris untuk 

melakukan tindakan hukum tertentu, 

seperti : 

1. Mengesahkan tanda tangan dan 

menetapkan kepastian tanggal 

surat di bawah tangan dengan 

mendaftar dalam buku khusus; 

2. Membukukan surat di bawah 

tangan dengan mendaftar dalam 

buku khusus; 

3. Membuat kopi dari asli surat di 

bawah tangan berupa salinan yang 

memuat uraian sebagaimana 

ditulis dan digambarkan dalam 

surat yang bersangkutan; 

4. Melakukan pengesahan 

kecocokan fotokopi dengan surat 

aslinya; 
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5. Memberikan penyuluhan hukum 

sehubungan dengan pembuatan 

Akta; 

6. Membuat Akta yang berkaitan 

dengan pertanahan; atau 

7. Membuat akta risalah lelang 

Notaris oleh undang-undang 

diberi wewenang untuk menuangkan 

semua perbuatan, perjanjian dan 

penetapan yang dikehendaki oleh 

pihak atau pihak-pihak yang sengaja 

datang kehadapan Notaris untuk 

mengkonstatir keterangan itu dalam 

suatu akta otentik, dan agar akta yang 

dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti 

yang lengkap dan memiliki 

keabsahannya.
12

  

Notaris wajib memenuhi semua 

ketentuan-ketentuan Jabatan 

Notaris dan peraturan-peraturan 

lainnya. Notaris bukan juru tulis 

semata-mata, namun Notaris perlu 

mengkaji apakah yang diinginkan 

penghadap untuk dinyatakan 

dalam akta otentik tidak 

bertentangan dengan UUJN, dan 

aturan hukum yang berlaku. 

Kewajiban untuk mengetahui dan 

memahami syarat-syarat 

otentisitas, keabsahan dan sebab-

sebab kebatalan suatu akta 

Notaris, sangat penting untuk 

menghindari secara preventif 

adanya cacat hukum akta Notaris 

yang dapat mengakibatkan 

hilangnya otentisitas dan batalnya 

akta Notaris, yang dapat 

merugikan kepentingan 

masyarakat, terutama pihak-pihak 

yang berkepentingan.
13

 

Secara normatif, peran Notaris 

merupakan media untuk lahirnya 

                                                           
12

 Muhammad Adam, 1985, Ilmu Pengetahuan 

Notariat, Sinar Baru, Bandung, hlm. 252. 
13

 Daeng Naja, 2015, Teknik Pembuatan Akta , 

Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 1. 

suatu akta otentik Notaris bukan 

pihak dalam akta yang dibuatnya, 

sehingga hak dan kewajiban 

hukum yang dilahirkan dari 

perbuatan hukum yang disebut 

dalam akta Notaris, hanya 

mengikat pihak-pihak dalam akta 

itu, dan jika terjadi sengketa 

mengenai isi perjanjian, maka 

Notaris tidak terlibat dalam 

pelaksanaan kewajiban dan dalam 

menuntut suatu hak, karena 

Notaris berada di luar perbuatan 

hukum pihak-pihak tersebut.
14

   

Ketentuan mengenai akta otentik 

diatur dalam Pasal 165 HIR, yang 

sama bunyinya dengan Pasal 285 

Rbg. Akta otentik adalah akta 

yang dibuat oleh pejabat yang 

diberi wewenang untuk itu oleh 

penguasa menurut ketentuan yang 

telah ditetapkan, baik dengan atau 

tanpa bantuan dari pihak-pihak 

yang berkepentingan, yang 

mencatat apa yang dimintakan 

untuk dimuat di dalamnya oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan. 

Akta otentik tersebut memuat 

keterangan seorang pejabat yang 

menerangkan tentang apa yang 

dilakukannya atau dilihat di 

hadapannya.
15

  

Dalam Pasal 165 Herzien 

Inlandsch Reglement (selanjutnya 

disingkat H.I.R) disebutkan bahwa 

akta otentik yaitu suatu akta yang 

dibuat oleh atau di hadapan pejabat 

yang diberi wewenang untuk itu, 

merupakan bukti yang lengkap antara 

para pihak dan para ahli warisnya dan 

                                                           
14

 Husni Thamrin, 2011, Pembuatan Akta 

Pertanahan oleh Notaris, Laksbang Pressindo, 

Yogyakarta, hlm. 11. 
15

 Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, Aspek 

Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan 

Akta, Mandar Maju, Bandung, hlm. 121. 
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mereka yang mendapat hak dari 

padanya tentang apa yang tercantum 

di dalamnya dan bahkan tentang apa 

yang tercantum di dalamnya sebagai 

pemberitahuan belaka, akan tetapi 

yang terakhir ini hanyalah sepanjang 

yang diberitahukan itu erat 

hubungannya dengan pokok dari pada 

akta.  

Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg 

tersebut di atas pada prinsipnya 

memuat pengertian dan  kekuatan 

pembuktian akta otentik sekaligus. 

Pengertian akta otentik dalam Pasal 

1868 KUHPerdata, yang menyebutkan 

bahwa suatu akta otentik adalah suatu 

akta yang dibuat dalam bentuk yang 

ditentukan oleh undang-undang, 

dibuat oleh atau di hadapan pejabat 

umum yang berkuasa untuk itu dan di 

tempat di mana akta dibuatnya. 

Sebagaimana telah dijelaskan dan 

disebutkan diatas, Pasal 1868 KUH 

Perdata mensyaratkan bahwa akta 

otentik ialah suatu akta yang dibuat 

dalam bentuk yang ditentukan 

undang-undang. Untuk memenuhi 

syarat otentik tersebut maka sebuah 

akta Notaris harus memiliki anatomi 

akta yang sesuai dengan sebagaimana 

diatur didalam ketentuan Pasal 38 

UUJN yang menyebutkan sebagai 

berikut :
16

 

1) Awal Akta atau kepala Akta 

memuat :  

a) Judul Akta; 

b) Nomor Akta; 

c) Jam, hari, tanggal, bulan, dan 

tahun; dan 

d) Nama lengkap dan tempat 

kedudukan Notaris. 

2) Badan akta memuat hal-hal 

sebagai berikut : 

                                                           
16

https://id.linkedin.com/pulse/anatomi-akta-

notaris-dan-akibat-hukumnya-apabila-yudha-

herprasetyo, diakses pada tanggal 2 Maret 2023 

a) Nama lengkap, tempat dan 

tanggal lahir, 

kewarganegaraan, pekerjaan, 

jabatan, kedudukan, tempat 

tinggal para penghadap 

dan/atau orang yang mereka 

wakili; 

b) Keterangan mengenai 

kedudukan bertindak 

penghadap; 

c) Isi Akta yang merupakan 

kehendak dan keinginan dari 

pihak yang berkepentingan; 

dan 

d) Nama lengkap, tempat dan 

tanggal lahir, serta pekerjaan, 

jabatan, kedudukan, dan 

tempat tinggal dari tiap-tiap 

saksi pengenal. 

3) Akhir atau penutup akta memuat 

hal-hal sebagai berikut : 

a) Uraian tentang pembacaan 

akta sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 

I atau Pasal 16 ayat (7) 

sebagai berikut :  

 Membacakan akta di 

hadapan penghadap 

dengan dihadiri oleh 

paling sedikit 2 (dua) 

orang saksi dan 

ditandatangani pada saat 

itu juga oleh penghadap, 

saksi, dan Notaris  

 Pembacaan akta 

sebagaimana dimaksud 

diatas tidak wajib 

dilakukan, jika 

penghadap menghendaki 

agar akta tidak dibacakan 

karena penghadap telah 

membaca sendiri, 

mengetahui, dan 

memahami isinya, 

dengan ketentuan bahwa 

hal tersebut dinyatakan 

https://id.linkedin.com/pulse/anatomi-akta-notaris-dan-akibat-hukumnya-apabila-yudha-herprasetyo
https://id.linkedin.com/pulse/anatomi-akta-notaris-dan-akibat-hukumnya-apabila-yudha-herprasetyo
https://id.linkedin.com/pulse/anatomi-akta-notaris-dan-akibat-hukumnya-apabila-yudha-herprasetyo


 

 

 

9 
 
 

 

dalam penutup akta serta 

pada setiap halaman 

Minuta Akta diparaf oleh 

penghadap, saksi, dan 

Notaris 

b) Uraian tentang 

penandatanganan dan tempat 

penandatanganan atau 

penerjemahan Akta jika ada; 

c) Nama lengkap, tempat dan 

tanggal lahir, pekerjaan, 

jabatan, kedudukan, dan 

tempat tinggal dari tiap-tiap 

saksi Akta; dan 

d) Uraian tentang tidak adanya 

perubahan yang terjadi dalam 

pembuatan Akta atau uraian 

tentang adanya perubahan 

yang dapat berupa 

penambahan, pencoretan, 

atau penggantian serta jumlah 

perubahannya. 

Selain dari anatomi akta yang 

telah dijelaskan diatas, dalam 

membuat akta seorang Notaris juga 

harus memperhatikan syarat mengenai 

pihak-pihak yang menghadap dan 

saksi-saksi yang dapat digunakan 

dalam membuat akta sebagaimana 

diatur didalam Pasal 39, bahwa 

Penghadap harus memenuhi syarat 

sebagai berikut :  

1. Paling rendah berumur 18 

(delapan belas) tahun atau telah 

menikah; dan 

2. Cakap melakukan perbuatan 

hukum. 

Lebih lanjut dalam dan Pasal 40 

UUJN bahwa selain itu, penghadap 

harus dikenal oleh Notaris atau 

diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) 

orang saksi pengenal yang berumur 

paling rendah 18 (delapan belas) tahun 

atau telah menikah dan cakap 

melakukan perbuatan hukum atau 

diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap 

lainnya, pengenalan tersebut harus 

dinyatakan didalam akta. Setiap Akta 

yang dibacakan oleh Notaris dihadiri 

paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang 

memenuhi syarat sebagai berikut :  

1. Paling rendah berumur 18 

(delapan belas) tahun atau 

sebelumnya telah menikah; 

2. Cakap melakukan perbuatan 

hukum; 

3. Mengerti bahasa yang digunakan 

dalam akta; 

4. Dapat membubuhkan tanda 

tangan dan paraf; dan 

5. Tidak mempunyai hubungan 

perkawinan atau hubungan darah 

dalam garis lurus ke atas atau ke 

bawah tanpa pembatasan derajat 

dan garis ke samping sampai 

dengan derajat ketiga dengan 

Notaris atau para pihak. 

Saksi sebagaimana dimaksud 

harus dikenal oleh Notaris atau 

diperkenalkan kepada Notaris atau 

diterangkan tentang identitas dan 

kewenangannya kepada Notaris oleh 

penghadap. Pengenalan atau 

pernyataan tentang identitas dan 

kewenangan saksi dinyatakan secara 

tegas dalam Akta. 

Suatu akta disebut otentik bukan 

karena penetapan undang-undang, 

melainkan karena dibuat oleh atau di 

hadapan seorang pejabat umum. Pasal 

1868 KUH Perdata merupakan 

sumber untuk otentisitasnya akta 

notaris, yang juga merupakan legalitas 

eksistensi akta notaris, dengan syarat-

syarat sebagai berikut :
17

 

1) Akta Dibuat oleh (door) atau di 

hadapan (ten overstaan) Seorang 

Pejabat Umum. 

                                                           
17

 Kohar A., 1983, Notaris dalam Praktek Hukum, 

Alumni, Bandung, hlm. 27. 
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Syarat pertama, akta otentik 

adalah keharusan pembuatannya 

di hadapan atau oleh pajabat 

umum (openbaar ambtenaar). 

Kata “di hadapan” menunjukkan 

bahwa akta tersebut dibuat atas 

permintaan seseorang, sedangkan 

akta yang dibuat “oleh” pejabat 

umum karena adanya suatu 

kejadian, pemeriksaan, keputusan 

dan lain sebagainya (berita acara 

rapat, protes wesel, dan lain-lain). 

Apakah yang dimaksud dengan 

Pejabat Umum (openbaar 

ambtenaar) ? Seseorang yang 

menjadi pejabat umum apabila ia 

diangkat dan diberhentikan oleh 

pemerintah dan diberi wewenang 

dan kewajiban untuk melayani 

publik dalam hal-hal tertentu. 

Oleh karena itu, ia ikut serta 

melaksanakan 

kewibawaan  (gezag) dari 

Pemerintah. Pejabat umum tidak 

sama dengan pegawai negeri, 

meskipun pegawai negeri 

mempunyai tugas untuk melayani 

umum, akan tetapi mereka bukan 

pejabat umum seperti yang 

dimaksudkan dalam pasal 1868 

KUH Perdata. Jadi, hanya pajabat 

umum dalam arti Pasal 1868 

KUH Perdata yang berhak 

membuat akta otentik, yang bisa 

saja merupakan pegawai negeri, 

misalnya Pegawai Catatan sipil. 

Antara pegawai negeri dan 

pemerintah ada hubungan 

kedinasan (dienstbetrekking) yang 

diatur dalam peraturan dan 

perundang-undangan mengenai 

Pegawai Negeri.  Hal ini tidak 

berlaku bagi notaris, yang 

meskipun diangkat dan 

diberhentikan oleh pemerintah, 

peraturan tersebut tidak berlaku 

bagi mereka. Jadi, dapat 

dikatakan bahwa notaris adalah 

orang swasta biasa, namun 

memiliki wewenang dan 

kewajiban yang penting yang 

tidak dijumpai pada orang swasta 

biasa. Pasal 50 PJN, notaris wajib 

menjunjung tinggi martabat 

jabatannya. Lingkup akta otentik 

tersebut harus dikehendaki oleh 

para pihak atau pihak yang 

berkepentingan dan apabila oleh 

perundang-undangan (algemeine 

verordening) hal-hal tersebut di 

atas harus dinyatakan dalam akta 

otentik. Otentisitas dari akta 

notaris bukan karena penetapan 

undang-undang, akan tetapi 

karena dibuat oleh atau di 

hadapan seorang pejabat umum. 

Dalam hal ini, otentisitas akta 

notaris bersumber dari Pasal 1 

Peraturan Jabatan Notaris,  di 

mana notaris dijadikan sebagai 

pejabat umum sehingga akta yang 

dibuat oleh notaris dalam 

kedudukannya tersebut 

memperoleh sifat akta otentik, 

seperti yang dimaksud dalam 

Pasal 1868 KUH Perdata. 

2) Akta Dibuat dan Diresmikan 

(Verleden) dalam Bentuk 

Menurut Hukum. 

Syarat kedua yang harus dipenuhi 

oleh sebuah akta otentik adalah 

formalitas pembuatan serta 

peresmiannya. Agar memenuhi 

syarat sebagai akta otentik, akta 

harus dibuat dalam bentuk yang 

ditentukan oleh undang-undang 

(vorm), yaitu harus memenuhi 

ketentuan undang-undang. Dalam 

hal akta notaris, maka harus 

memenuhi ketentuan yang 

tercantum dalam UUJN. 

Ketentuan mengenai sifat dan 
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bentuk akta notaris dapat 

ditemukan dalam Pasal 38 UUJN. 

Menurut UUJN, akta antara lain 

harus dibuat di hadapan atau oleh 

pejabat umum, dihadiri oleh 

saksi-saksi, disertai pembacaan 

oleh notaris dan sesudahnya 

langsung ditandatangani dan 

seterusnya. Tindakan-tindakan 

yang diharuskan oleh undang-

undang ini harus disebutkan 

dalam akta. Undang-undang 

mengharuskan bahwa akta-akta 

partij harus ditandatangani oleh 

para pihak yang bersangkutan. 

Apabila ketentuan ini tidak 

dilaksanakan, akta tersebut dapat 

kehilangan 

otentisitasnya.  Menurut Asser-

Anema, tulisan adalah pengemban 

tanda-tanda baca yang 

mengandung arti serta bermanfaat 

untuk menggambarkan suatu 

pikiran.  Dari sini, tulisan tidak 

diharuskan untuk menyandang 

tanda tangan. Sementara, tanda 

menurut Veen Boukea adalah 

suatu tulisan yang, tanpa 

memperhatikan isinya, secara 

lahiriah merupakan kesatuan yang 

lengkap. Akta menurut Veegens-

Oppenheim-Polak, diterjemahkan 

sebagai suatu tulisan yang 

ditandatangani dan dibuat untuk 

dipergunakan sebagai bukti. 

Masyarakat menganggap 

pembubuhan tanda tangan 

merupakan tindakan yang 

penting, dengan anggapan bahwa 

penandatanganan berarti terikat 

terhadap apa yang telah ditulisnya 

atau di bawah mana ia 

membubuhi sidik jarinya. 

Penandatangan menurut De 

Joncheere bahwa tanda tangan 

(ondertekenen) tidak dapat berdiri 

sendiri. Jadi, harus di bawah 

sesuatu dan sesuatu itu haruslah 

tulisan. Penandatanganan adalah 

suatu fakta hukum: Suatu 

penyataan kemauan dari pembuat 

tanda tangan (penanda tangan) 

bahwa ia dengan membubuhi 

tanda tangannya di bawah suatu 

tulisan menghendaki agar tulisan 

itu dalam hukum dianggap 

sebagai tulisannya sendiri.  Kaisar 

Justitianus merupakan orang 

pertama yang menyatakan bahwa 

segel saja tidak cukup dan 

mengharuskan para saksi turut 

menandatangani. Kegunaan saksi 

ini adalah untuk menunjukkan 

orang-orang yang dapat memberi 

kesaksian apabila terjadi sebuah 

sengketa tentang asal usul akta 

tersebut. 

3) Pejabat Umum yang Dimaksud 

harus Berwenang untuk Membuat 

Akta Tersebut. 

Syarat ketiga adalah bahwa 

pejabatnya harus berwenang 

untuk maksud itu di tempat akta 

tersebut dibuat. Berwenang dalam 

ini khususnya menyangkut : 

a) Jabatannya dan jenis akta 

yang dibuatnya. 

b) Hari dan tanggal pembuatan 

akta 

c) Tempat di mana akta dibuat 

Berwenang, artinya : 

a) Seorang notaris diangkat oleh 

Menteri Kehakiman 

(sekarang Menter Hukum dan 

HAM) dengan Surat 

Keputusan. Seorang notaris 

yang meskipun sudah 

diangkat, tetapi belum 

disumpah cakap sebagai 

notaris, tetapi belum 

berwenang membuat akta 

otentik. Demikian juga 
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dengan seorang notaris yang 

sedang cuti. Seorang notaris 

yang diskor sebagai notaris 

dinyatakan tidak cakap 

(onbekwaam). Sering 

dijelaskan dalam kuliah-

kuliah “tidak cakap” 

mencakup seluruh 

kemampuan bertindak 

sebagai notaris, sedang 

notaris tidak “tidak 

berwenang” hanya dalam 

beberapa hal atau keadaan, 

misalnya bilda berada di 

daerah yang tidak termasuk 

dalam wilayah 

kedudukannya. Bila seorang 

notaris berada di luar wilayah 

kedudukannya dan ternyata 

membuat sebuak akta, maka 

ia bersalah membuat 

pemalsuan material 

(materiele vervalsing). Jenis 

akta yang dibuat oleh seorang 

notaris. Seorang notaris boleh 

membuat semua akta dalam 

bidang notariat, tetapi dia 

tidak boleh membuat berita 

acara pelanggaran lalu lintas 

atau keterangan kelakuan 

baik, yang semuanya 

wewenang kepolisian, ia juga 

tidak boleh membuat akta 

perkawinan, akta kematian, 

akta kelahiran (bukan akta 

kenal akte van bekenheid) 

yang semuanya adalah 

wewenang pegawai catatan 

sipil. 

b) Seorang notaris harus 

berwenang pada tanggal akta 

dibuat. Notaris yang sudah 

diangkat, tetapi belum 

disumpah dan seorang notaris 

yang sedang bercuti, tidak 

berwenang membuat akta 

otentik sampai 

penyumpahannya 

dilaksanakan, cutinya 

berakhir atau cuti dihentikan 

atas permintaan sendiri. 

c) Notaris telah disebutkan 

diangkat oleh Menteri. 

Pengangkatan mana 

dilakukan untuk suatu 

wilayah (propinsi – gewest). 

Pada jaman penjajahan 

Belanda, tidak ada 

pembagian wilayah propinsi 

untuk daerah di luar Jawa 

(sehingga namanya 

disebut residentie). Selain 

batas wilayah ini, berlaku 

pula ketentuan kode etik bagi 

kalangan notaris sehingga 

terdapat pembatasan wilayah 

kerja notaris. 

Notaris dalam menjalankan 

jabatannya harus memiliki beberapa 

kewenangan sehingga akta yang 

dibuatnya berlaku sebagai sebuah akta 

otentik. Kewenangan notaris dalam ini 

meliputi 4 (empat) hal, yaitu : 

1) Notaris harus berwenang 

sepanjang yang menyangkut akta 

yang dibuat; 

Tidak semua pejabat umum dapat 

membuat semua akta. Sebagai 

pejabat umum, notaris memiliki 

kewenangan yang bersifat umum 

(regel), sedangkan pejabat lain 

yang dimaksud oleh undang-

undang bersifat pengecualian. 

Notaris hanya berwenang 

membuat akta-akta yang telah 

ditugaskan atau dikhususkan 

berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Pengecualian 

wewenang yang ditugaskan 

kepada notaris, antara lain sebagai 

berikut : 
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a) Akta pengakuan anak di luar 

kawin (Pasal 281 KUH 

Perdata) 

b) Berita acara tentang kelalaian 

pejabat penyimpan hipotik 

(Pasal 1227 KUHPerdata) 

c) Berita acara tentang 

penawaran pembayaran tunai 

dan konsinasi (Pasal 1405 

dan 1406 KUH Perdata); 

d) Akta protes wesel dan cek 

(Pasal 143 dan 218 KUHD); 

e) Akta catatan sipil (Pasal 4 

KUH Perdata). 

2) Notaris harus berwenang 

sepanjang mengenai orang, untuk 

kepentingan siapa akta tersebut 

dibuat; 

3) Notaris tidak berwenang untuk 

kepentingan setiap orang dengan 

maksud untuk menghindari 

terjadinya tindaka yang memihak 

dan penyalahgunaan wewenang. 

Pasal 52 UUJN memberikan 

pengecualian kepada notaris 

bahwa notaris tidak 

diperkenankan membuat akta 

untuk diri sendiri, istri/suami atau 

orang lain yang mempunyai 

hubungan kekeluargaan dengan 

notaris, baik karena perkawinan 

maupun karena hubungan darah 

dalam garis lurus ke bawah 

dan/atau ke samping sampai 

dengan derajat ketiga, serta 

menjadi pihak untuk diri 

perantaraan kuasa, kecuali 

suami/istri atau orang tersebut 

menjadi penghadap dalam 

penjualan di muka umum, atau 

pemborongan umum atau menjadi 

anggota rapat yang risalahnya 

dibuat oleh notaris bersangkutan. 

Bila notaris tidak menaati 

ketentuan tersebut, akta notaris 

yang dibuatnya hanya berlaku 

sebagai alat pembuktian yang 

sama seperti surat di bawah 

tangan. Pasal 53 UUJN 

menetapkan bahwa akta notaris 

tidak boleh memuat penetapan 

atau ketentuan yang memberikan 

suatu hak atau keuntungan bagi 

notaris, istri/suami notaris, saksi 

atau istri/suami saksi serta orang-

orang yang mempunyai hubungan 

kekeluargaan dengan notaris atau 

saksi, baik dalam garis lurus ke 

atas atau bawah tanpa pembatasan 

derajat maupun hubungan 

perkawinan sampai derajat ketiga. 

4) Notaris harus berwenang 

sepanjang mengenai tempat; 

Wilayah hukum notaris sudah 

ditentukan sesuai 

pengangkatannya sehingga notaris 

tidak diperkenankan membuat 

akta di luar wilayah 

wewenangnya. Larangan bagi 

notaris untuk tidak menjalankan 

jabatannya di luar wilayah yang 

sudah ditentukan ditegaskan 

dalam Pasal 17 huruf a UUJN. 

Apabila notaris membuat akta di 

luar wilayah kerjanya, maka akta 

tersebut dianggap tidak sah. 

Dalam hal ini, notaris dianggap 

tidak berwenang untuk 

menjalankan jabatannya di luar 

tempat kedudukannya secara 

teratur (Pasal 19 ayat (2) UUJN). 

5) Notaris harus berwenang 

sepanjang mengenai waktu 

pembuatan; 

Notaris tidak boleh membuat akta 

selama ia masih dalam status cuti 

atau dipecat dari jabatannya. 

Pasal 25 UUJN mewajibkan 

notaris untuk menunjuk seorang 

notaris pengganti selama 

menjalankan cuti. Artinya, notaris 

tidak diperkenankan untuk 
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menjalankan jabatannya selama 

cuti. Notaris juga tidak boleh 

membuat akta sebelum ia diambil 

sumpahnya untuk memangku 

jabatan sebagai notaris. 

Kewajiban untuk disumpah 

terlebih dahulu tercantum pada 

Pasal 4 ayat (1) UUJN. 

Apabila salah satu persyaratan di atas 

tidak terpenuh, maka akta yang 

dibuatnya adalah tidak otentik  dan 

hanya mempunyai kekuatan seperti 

akta yang dibuat di bawah tangan, 

apabila akta itu ditandatangani oleh 

para penghadap. 

B. Akibat Hukum Atas Akta Yang 

Dibuat Oleh Notaris Yang Melanggar 

Larangan Rangkap Jabatan Sebagai 

Pejabat Negara 

Dalam upaya penegakan hukum 

juga harus diatur mengenai sanksi 

dalam hal terjadi pelanggaran terhadap 

suatu aturan dan norma-norma. Sanksi 

merupakan alat pemaksa, selain 

hukuman juga untuk mentaati 

ketetapan yang ditentukan dalam 

peraturan atau perjanjian. Sanksi juga 

diartikan sebagai alat pemaksa sebagai 

hukuman jika tidak taat kepada 

perjanjian. Dengan demikian hakikat 

sanksi sebagai suatu pakasaan, juga 

untuk memberikan penyadaran kepada 

pihak yang melanggarnya, bahwa 

suatu tindakan yang dilakukannya 

tidak sesuai dengan hukum yang 

berlaku. Adanya sanksi tentu akan 

menjadi suatu alat kontrol terhadap 

kemungkinan adanya pelanggaran 

maupun benturan kepentingan antar 

masyarakat, sehingga suatu negara 

dapat berjalan lebih teratur dan 

harmonis. 

Sanksi admintratif dalam 

menegakkan sanksi administratif 

terhadap notaris yang menjadi 

instrumen pengawas yaitu Majelis 

Pengawas yang mengambil langkah-

langkah preventif, untuk memaksakan 

kepatuhan, untuk  menerapkan sanksi 

yang represif dan untuk memaksakan 

kepatuhan agar sanksi-sanksi tersebut 

dapat dilaksanakan. 

Dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f 

Undang Undang Jabatan Notaris telah 

disebutkan dengan tegas bahwa 

Notaris dilarang merangkap jabatan 

sebagai pemimpin atau pegawai badan 

usaha milik negara, badan usaha milik 

daerah atau badan usaha swasta. 

Sanksi-sanksi adminisitrarif yang 

dapat diberikan terhadap pelanggaran 

rangkap jabatan ini diatur dalam Pasal 

17 ayat (2) Undang Undang Jabatan 

Notaris yang menyebutkan bahwa :  

“Notaris yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dikenai sanksi berupa : 

1) Peringatan tertulis; 

2) Pemberhentian sementara; 

3) Pemberhentian dengan hormat; 

atau 

4) Pemberhentian dengan tidak 

hormat. 

Selain dalam Undang Undang 

Jabatan Notaris sanksi terhadap 

Notaris yang merangkap jabatan juga 

diatur dalam Pasal 38 huruf e 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat 

dan Tata Cara Pengangkatan, 

Perpindahan, Pemberhentian dan 

Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, 

yang menjelaskan lebih lanjut 

ketentuan tentang Notaris yang dapat 

diberhentikan dengan hormat dari 

jabatannya, apabila merangkap jabatan 

sebagai pegawai negeri, pejabat 

negara, advokat, atau sedang 

memangku jabatan lain yang oleh 

Undang-Undang dilarang untuk 

dirangkap dengan jabatan Notaris. 
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Selanjutnya mengenai tata cara 

pemberhentian Notaris diatur dalam 

Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat 

dan Tata Cara Pengangkatan, 

Perpindahan, Pemberhentian dan 

Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. 

Berdasarkan ketentuan di atas 

maka semenjak Menteri menetapkan 

keputusan pemberhentian jabatan 

Notaris maka Notaris yang 

bersangkutan secara otomatis tidak 

memiliki kewenangan lagi untuk 

membuat akta otentik Akta yang 

dibuat Notaris tanpa ada kewenangan 

maka dapat disimpulkan bahwa akta 

yang bersangkutan batal demi hukum, 

dan semua perbuatan atau tindakan 

hukum yang tersebut di dalam akta 

harus dianggap tidak pernah terjadi. 

Upaya penyelesaian terhadap Notaris 

yang merangkap sebagai pemimpin 

badan usaha yaitu hanya bertindak 

sebagai pemilik badan usaha tetapi 

bukan sebagai pengendali. Terhadap 

segala upaya penyelesaian terhadap 

Notaris yang merangkap sebagai 

pemimpin badan usaha tersebut di atas 

berlaku batasan bahwa Notaris tidak 

boleh membuat akta yang 

berhubungan dengan badan usaha 

tersebut, karena menyangkut 

kepentingan diri Notaris itu sendiri.  

Hal tersebut telah ditegaskan 

dalm Pasal 52 ayat (1) Undang 

Undang Jabatan Notaris yang 

menyebutkan : “Notaris tidak 

diperkenankan membuat akta untuk 

diri sendiri, istri/suami, atau orang lain 

yang mempunyai hubungan 

kekeluargaan dengan Notaris baik 

karena perkawinan maupun hubungan 

darah dalam garis keturunan lurus ke 

bawah dan/atau ke atas tanpa 

pembatasan derajat, serta dalam garis 

ke samping sampai dengan derajat 

ketiga, serta menjadi pihak untuk diri 

sendiri, maupun dalam suatu 

kedudukan ataupun dengan 

perantaraan kuasa.” 

Dalam ketentuan Pasal 84 

Undang Undang Jabatan Notaris 

ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi 

perdata, jika Notaris melakukan 

tindakan pelanggaran terhadap pasal-

pasal tertentu dan juga sanksi yang 

sama jenisnya tersebar dalam pasal-

pasal yang lainnya, yaitu :  

1. Akta Notaris yang mempunyai 

kekuatan pembuktian sebagai akta 

di bawah tangan.  

2. Akta Notaris menjadi batal demi 

hukum.  

Dengan demikian untuk memenuhi 

syarat otentiknya suatu akta, maka 

Notaris harus membuat akta yang 

sesuai dengan yang ketentuan-

ketentuan yang terdapat dalam 

undang-undan. Apabila terdapat 

pelanggaran oleh Notaris dalam 

membuat akta, maka akta tersebut 

tidak lagi memiliki kekuatan 

pembuktian sebagaimana akta otentik, 

namun hanya memiliki kekuatan 

pembuktian akta di bawah tangan atau 

akta menjadi batal demi hukum. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian pada bab-bab 

sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Salah satu kewenangan yang harus 

dimiliki notaris sehingga akta yang 

dibuatnya berlaku sebagai sebuah akta 

otentik yaitu notaris harus berwenang 

sepanjang mengenai waktu 

pembuatan. Dalam pasal 25 UUJN 

mewajibkan notaris untuk menunjuk 

seorang notaris pengganti selama 

menjalankan cuti. Artinya, notaris 
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tidak diperkenankan untuk 

menjalankan jabatannya selama cuti. 

Apabila kewenangan di atas tidak 

terpenuhi, maka akta yang dibuat 

adalah tidak otentik dan hanya 

mempunyai kekuatan seperti akta 

yang dibuat di bawah tangan apabila 

akta itu ditandatangani oleh para 

penghadap. 

2. Akibat hukum akta otentik yang 

dibuat oleh notaris yang merangkap 

jabatan sebagai pejabat negara 

terdapat dalam ketentuan Pasal 84 

Undang Undang Jabatan Notaris 

ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi 

perdata, jika Notaris melakukan 

tindakan pelanggaran terhadap pasal-

pasal tertentu dan juga sanksi yang 

sama jenisnya tersebar dalam pasal-

pasal yang lainnya, yaitu :  (1) Akta 

Notaris yang mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta di bawah 

tangan dan (2) Akta Notaris menjadi 

batal demi hukum. 
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